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PROVINSI KALIMANTAN TANGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

‘ uruf ©
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r 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) ; '
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Tahun 2004 tentang Peri g,
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MEMUTUSKAN :
$

M )
enetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Rerm eﬂnet:h:g
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang met
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.

4, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan alr . ye
disebut Desa, adalah kesatuan ma o B memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur meng - e
k ma t setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, ha < asal

cepentingan masyaraka P e ik dan o el

usul, dan/atau hak tradisio -
/ Kesatuan Republik Indonesia.

pemerintahan Negara _
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang d:sebutden@nnﬂm‘hindmm

izin tertentu_yang_khusus
ah untuk kepentingan orang
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10. An 4
adflg‘eﬁxm;nmdipam" dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa,
bersama ol a keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui
di oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang

ltetapkan dengan Peraturan Desa.

11. Rekening Kas Desa, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan
Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh
pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB Il

PERHITUNGAN ALOKASI BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2
\ : 1 Pai d
(1) Pemerintah Daerah memberikan bagian dari penerimaan hasil Paé:; ?:;iﬂm};»aj:nk
Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dalam bentuk uang
‘ Daerah dan Retribusi Daerah.
ebagaimana

Byl s s
asil Pajak Daerah dan Retribust Daerah i
besar J10% (sepuluh persen) darl realisasi per‘;cnmﬁ
rah yang diterima Pemerintah Daerah pada tah

(2) Bagian dari penerimaan h
dimaksud pada ayat (1) se
Pajak Daerah dan Retribusi Dae
berjalan.

isasi i j ibusi 10% (sepuluh

1) Realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi .Dae.rah sebesar S

4 persen) d};eri besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dlpew1 1;3
dibagikan kepada seluruh desa se Kabupaten Barito Selatan untuk waktu 1 (sa

Tahun Anggaran.
busi Daerah sebagaimana

Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retri ierah scbagaiman=
@ dimaksud pada ayat (1) yang dibagikan kepada seluruh de.sa,se Kabupaten 'Ba_r-xto-
da Lampiran | dan lampiran II 3 gmempakan

. Selatan sebagaimana tercantum pa n la
pagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati inl.
Pasal 4

Hesaran realisasi penerimaan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
-9 '-.D;«!;.c"'w" ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai dasar perhitungan

Pasal 5
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Pasal 6
Perhitungan rincian ot M . Retribusi Daerah
e Dana Hasil Pajak Daerah dan _
:::k%:mana pasal 5 ayat (2) dilait'?;mn den::jn menggunakan formula s€

Realisasi Pajak + Retribusi dari Desa X

DBHPx - |
Total Realisasi Pajak + Retribusi dari Seluruh Desa

BAB [II
PENGGUNAAN DANA
Pasal 7 A
. .k Dacrah dan Retribusi

BAB IV
PENYALURAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGUEEEEE
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Pasal 10 e

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. f
Agar setiap orang mengetahuin intahkan ingan Peraturan BUPEETE
N e ya, memerin pengundangs = = & .
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.
=y _: :1'7‘ )
& ko

- Diundangkan di Buntok
Pa 'vlmdamnmng'ga].ﬁ Besesber 9017
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